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Abstrak 
Rifky Tamsir, B 111 08023. Tinjauan yuridis terhadap fasilitas 
sosial dan fasilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman di 
Kota Makassar. Di bawah bimbingan Ahmadi Miru dan Sri Susyanti Nur. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan sasaran 
penelitian pada Perumahan yang terdiri dari: perumahan milik pemerintah 
dan perumahan swasta, yang mana perumahan milik pemerintah yaitu, 
Perumnas Antang dan perumahan swasta yaitu, Bukit Baruga dan 
Matura. Selain itu juga dilakukan penelitian pada Pemerintah Kota 
Makassar yaitu pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, 
Balai Kota Makassar pada bagian Perlengkapan Sekretariat Kota 
Makassar,   
Data kuantitatif dari hasil kuesioner dan wawancara diuraikan 
dalam tabel frekuensi secara kualitatif dan deskriptif sehingga penelitian 
ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengadaan dan penyerahan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum dari developer kepada Pemerintah 
Daerah, dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal 
pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut.  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat aturan dalam perjanjian perikatan jual beli (PPJB) mengenai 
pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum, namun terdapat aturan-
aturan hukum yang mengharuskan pengadaan dan pengelolaan fasos 
dan fasum pada kawasan perumahan dan  permukiman. Selain itu, 
pengadaan fasos dan fasum juga merupakan syarat wajib bagi developer 
apabila ingin mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun 
pengelolaan oleh Pemda belum maksimal dikarenakan masih banyaknya 
developer yang belum menyerahkan fasos dan fasumnya sehingga pada 
akhirnya konsumen/user lah yang mengalami kerugian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia adalah 
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945, seiring dengan tujuan pembangunan nasional adalah 
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia 
secara adil dan merata. Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat 
adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan, yang merupakan kebutuhan 
dasar bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya, sesuai harkat 
dan martabatnya sebagai manusia.  
Di Indonesia, kebutuhan terhadap perumahan juga telah mengalami 
peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama 
pada masyarakat perkotaan, di mana populasi penduduknya sangat 
besar, sehingga memaksa Pemerintah untuk berupaya memenuhi 
kebutuhan akan perumahan di tengah berbagai kendala seperti 
keterbatasan lahan perumahan. 
Sejalan dengan jumlah penduduk yang makin pesat, tuntutan akan 
tersedianya berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat 
juga mengalami peningkatan. Setiap individu selalu berkeinginan agar 
rumah yang dihuninya memenuhi standar kesehatan, standar konstruksi, 
tersedianya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lingkungan yang 
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memadai. Hal tersebut mendorong pihak Pemerintah maupun swasta 
untuk melaksanakan pembangunan, terutama di bidang perumahan.  
Terjadinya pergeseran makna dari konsep perumahan yang awalnya 
hanya sebagai kebutuhan dasar dan sebagai sarana perlindungan, namun 
kini telah menjadi sebuah hal yang lebih mengarah pada gaya hidup 
mewah. Gaya hidup mewah yang menunjukkan status sosial dari 
penghuni perumahan dan juga menunjukkan suatu pola atau model 
perumahan yang akan mendorong serangkaian aktifitas pada sektor 
ekonomi yang lain di luar dari sektor properti tentunya.  
Pembangunan perumahan merupakan salah satu hal penting dalam 
strategi pengembangan wilayah, yang menyangkut aspek-aspek yang 
luas di bidang kependudukan, dan berkaitan erat dengan pembangunan 
ekonomi dan kehidupan sosial dalam rangka pemantapan ketahanan 
nasional. Terkait hal tersebut maka pembangunan perumahan dan 
permukiman sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 UU No. 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman ditujukan untuk ;  
 Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman.  
 Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 
penyebaran penduduk yang proporsional melalui 
pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman 
sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan 
kepentingan, terutama bagi MBR; 
 Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam 
bagi pembangunan perumahan dengan tetap 
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di 
kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan; 
 Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 
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 Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya; dan 
 Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan 
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 
teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 
  
Adapun sasaran pembangunan perumahan dan permukiman adalah 
untuk menciptakan lingkungan dan ruang hidup manusia yang sesuai 
dengan kebutuhan hidup yang hakiki, yaitu agar terpenuhinya kebutuhan 
akan keamanan, perlindungan, ketenangan, pengembangan diri, 
kesehatan dan keindahan serta kebutuhan lainnya dalam pelestarian 
hidup manusiawi. 
Memang telah ada Political Will dari Pemerintah untuk menyediakan 
perumahan dan permukiman, terutama yang ditujukan kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah, melalui pembangunan perumahan dan 
permukiman oleh Perum Perumnas. Namun demikian, laju kebutuhan 
masyarakat akan perumahan dan permukiman jauh melebihi kemampuan 
Pemerintah. 
Kenyataan ini semakin mempertegas tingginya tingkat kebutuhan 
akan perumahan dan permukiman, khususnya di Kota Makassar dan 
sekitarnya, meskipun demikian pemenuhan kebutuhan perumahan dan 
permukiman ini bukan tanpa kendala, konsumen yang keberadaanya 
sangat tidak terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan 
pengembang melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk 
barang atau jasa tersebut dengan cara–cara yang se-efektif mungkin agar 
dapat mencapai konsumen yang majemuk tersebut. Untuk itu semua cara 
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pendekatan diupayakan, sehingga mungkin menimbulkan berbagai 
dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat 
negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk 
yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, 
informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan 
sebagainya. 
Permasalahan yang kerap muncul dalam pemenuhan kebutuhan 
terhadap perumahan adalah aspek-aspek mengenai konsumen, di mana 
konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Permasalahan tersebut 
merupakan persoalan yang klasik dalam suatu sistem ekonomi, terutama 
pada negara-negara berkembang, karena perlindungan terhadap 
konsumen tidak menjadi prioritas utama dalam dunia bisnis, melainkan 
keuntungan yang diperoleh produsen atau pelaku usaha, tidak terkecuali 
dalam bidang perumahan. 
Masih sering dijumpai bentuk-bentuk iklan yang merugikan 
konsumen. Informasi yang disampaikan oleh pihak produsen, biro iklan 
dan media iklan seringkali hanya yang bersifat baik-baik saja dan lengkap 
namun menyesatkan konsumen. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan 
bagi konsumen karena telah dibohongi dengan keberadaan iklan yang 
ditawarkan.  
Pada umumnya iklan yang dikeluarkan pengembang menyatakan 
bahwa untuk pembelian kavling/tanah pengurusan Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) menjadi tanggung jawab konsumen, sedangkan untuk 
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pembelian rumah berikut tanah tidak ada keterangan apa-apa. Hal itu 
berarti pengurusan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nya menjadi tanggung 
jawab pengembang. Tidak terdapat salah tafsir konsumen atas brosur 
tersebut, tetapi justru informasi yang disajikan pengembang itu diduga 
menyesatkan konsumen.1  
Jenis pengaduan akan konsumen perumahan, secara umum ada 
dua kelompok. Pertama, pengaduan konsumen perumahan sebagai 
akibat telah terjadi pelanggaran hak-hak individual konsumen perumahan. 
Seperti, mutu bangunan di bawah standar, ukuran luas dan lain-lain. 
kedua, pengaduan konsumen perumahan sebagai akibat pelanggaran 
hak-hak kolektif konsumen perumahan. Seperti, tidak dibangunnya 
fasilitas sosial dan fasilitas umum, sertifikasi, rumah fiktif, banjir, dan soal 
kebenaran klaim/informasi dalam iklan, brosur, dan pameran perumahan.2  
Merebaknya kasus dalam bisnis properti atau perumahan, pada 
dasarnya diawali dengan adanya ketidaksesuaian antara apa yang 
tercantum dalam brosur atau iklan berupa informasi produk, dengan apa 
yang termuat dalam perjanjian jual beli yang ditandatangani konsumen.3 
Dalam hal ini adalah mengenai pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas 
umum. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas perumahan 
                                                             
1
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : Grasindo, 2000), hal.70 
2
 Sudaryatmo. Hukum dan Advokasi Konsumen.( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), 
Hal. 41 
3
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 69.   
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dan permukiman, termuat definisi akan sarana, yaitu ; fasilitas yang 
dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi 
fasilitas: kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, 
rekreasi/budaya, olahraga dan taman bermain, Pemerintahan dan 
pelayanan umum serta pemakaman umum. Sedangkan prasarana 
lingkungan meliputi jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran 
pembuangan air hujan serta utilitas umum terdiri dari jaringan air bersih, 
jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, kebersihan/pembuangan 
sampah dan pemadam kebakaran. Prasarana, sarana dan utilitas dikenal 
dengan istilah fasilitas sosial dan fasilitas umum. 
Kebijakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum 
perumahan tidak terlepas dari kebijakan perumahan pada umumnya, 
dijabarkan akan perlunya peran Pemerintah dan swasta yang lebih besar 
lagi dalam hal pengadaan fasilitas pendukung perumahan. Agar 
pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, Pemerintah 
sendiri mengeluarkan peraturan dan standar-standar yang mengatur 
pengadaan fasilitas sosial  dan fasilitas umum dalam suatu lingkungan 
perumahan yaitu, Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang kemudian 
diganti dengan Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 yang 
diganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang 
Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial 
Perumahan Kepada Pemerintah Daerah. 
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Pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti yang telah 
disyaratkan saat pengajuan izin lokasi, maka dilakukan berbagai proses di 
dalamnya mulai dari tahap awal hingga pengelolaan. Proses ini 
merupakan proses yang menyatu dengan proses pembangunan 
perumahan keseluruhan.  
Setelah dilakukan tahap penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas 
umum dari pengembang kepada Pemda, pengembang sudah tidak 
bertanggung jawab lagi atas pemeliharaannya. Segala tanggung jawab 
sepenuhnya telah berada di pihak penghuni dan Pemda. Selanjutnya 
apabila ada pengembang yang ingin menggunakan fasilitas yang telah 
diserahkan kepada Pemda untuk keperluan melanjutkan pembangunan 
perumahannya, seperti diatur dalam Permendegri No.9 tahun 2009 maka 
pengembang diwajibkan memperbaiki dan memelihara fasilitas tersebut 
sehingga pemeliharaan dan pendanaan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi 
tanggung jawab pengelola. 
Pembiayaan dalam pembangunan fasilitas sosial seperti diatur 
dalam Permendagri No. 9 Tahun 2009 adalah dibebankan pada harga 
rumah. Untuk itu pengembang dapat menyediakan fasilitas sosial dan 
fasilitas umum tersebut tanpa menanggung kerugian yang berarti. Pada 
hakikatnya, pengembang hanya berkewajiban menyerahkan tanah 
matang pada Pemda kemudian Pemda melalui dinas terkait yang akan 
membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Tetapi persoalannya menjadi 
berbeda ketika dihubungkan dengan janji pengembang pada calon 
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penghuni dan strategi pemasaran perumahannya. Tidak adanya kejelasan 
akan tanggung jawab sebuah fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen mengakibatkan terbengkalainya 
kepentingan dari konsumen. Dan juga masalah mengenai tidak 
dilaksanakannya penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh 
pengembang kepada Pemda mengakibatkan adanya peluang buat 
pengembang atau pihak ketiga untuk menyalahgunakan fasilitas tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat 
permasalahan yang berkaitan dengan fasilias sosial dan fasilitas umum 
pada kawasan perumahan dan permukiman, di sini yang akan penulis 
fokuskan adalah masalah penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum  
oleh pengembang dan apakah ada penyalahgunaan atas fasilitas sosial 
dan fasilitas umum tersebut oleh pihak pengembang atau pihak ketiga.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian mengenai penyediaan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang pada 
kawasan perumahan dan permukiman di Kota Makassar? 
2. Sejauh manakah tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap 
pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan 
perumahan dan permukiman di  Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai 
berikut: 
9 
 
 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian mengenai 
penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh 
pengembang pada kawasan perumahan dan permukiman di 
Kota Makassar  
2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Pemerintah 
Daerah terhadap pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas 
umum pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota 
Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk 
mencegah seminimal mungkin terjadinya tindak kejahatan 
penyalahgunaan dalam penyediaan fasiltas sosial dan fasilitas umum oleh  
pengembang. 
2 . Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa 
sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria 
yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
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A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN 
1.  Pengertian Perjanjian Pada Umumnya 
Pembahasan tentang perjanjian kiranya tidak dapat dilepaskan dari 
pembahasan tentang perikatan, hal tersebut disebabkan keduanya 
mempunyai kaitan yang erat, di mana perjanjian merupakan salah satu 
sumber atau yang menjadi sebab lahirnya perikatan, disamping sumber 
lainnya yaitu, Undang-Undang. Jika kita berbicara mengenai perjanjian 
dalam aspek hukum, maka peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur 
dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam buku ketiga 
tersebut ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam bab 
dua. 
Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian 
merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pengertian perjanjian 
menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan 
bahwa suatu perjanjian adalah : 
Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih. 
Namun demikian rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut 
tampaknya kurang lengkap, karena yang mengikatkan diri dalam 
perjanjian hanya salah satu pihak saja, padahal yang seringkali dijumpai 
adalah perjanjian di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu 
sama lain, para pihak saling mengikatkan diri sehingga mempunyai hak 
dan kewajiban yang bertimbal balik, oleh sebab itu rumusan dari pasal 
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tersebut seharusnya ditambah  atau saling mengikatkan dirinya satu sama 
lain 
Menurut Subekti berpendapat: 
Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu 
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 
yang lain berkewajiban  untuk memenuhi tuntutan itu.4 
 
Pada intinya, perjanjian ini menimbulkan perikatan diantara para 
pihak, dengan demikian terlihat adanya hubungan antara perjanjian 
dengan perikatan sebagai suatu hubungan sebab akibat (causalitas). 
Perjanjian sering pula diistilahkan dengan persetujuan, hal demikian 
disebabkan karena penekanan terhadap adanya unsur persetujuan para 
pihak untuk melahirkan hubungan hukum diantara para pihak. 
Dari uraian tentang pengertian perjanjian di atas, kiranya dapat 
ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya 
terdapat dua pihak, di mana pihak-pihak tersebut saling bersepakat untuk 
melahirkan hubungan hukum diantara mereka. 
 
2. Asas –asas dalam Hukum Perjanjian 
Asas-asas di sini adalah dasar-dasar atau petunjuk arah 
dalam pembentukan hukum positif. Dalam hukum perjanjian dapat 
ditemui beberapa asas hukum, baik yang berhubungan dengan 
lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian 
maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian itu 
                                                             
4 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan VI,(Jakarta :  Intermasa, 1979),  hlm. 1 
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sendiri. Asas-asas hukum dalam perjanjian sangatlah perlu dikaji 
untuk lebih mudah memahami berbagai ketentuan undang-undang 
mengenai sahnya suatu perjanjian. 
Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas hukum, antara 
lain :5 
 Asas Konsensualisme (kesepakatan). 
Asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak 
ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, 
apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah 
kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat 
itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan 
oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka 
atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah 
bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para 
pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. 
 Asas kebebasan berkontrak 
Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum 
biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa 
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian 
pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang 
menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan 
                                                             
5 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada), 2007, hlm. 3  
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dalam berkontrak yang dimaksud antara lain : bebas 
menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau 
tidak; bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan 
perjanjian; bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; 
bebas menentukan bentuk perjanjian; dan kebebasan-
kebebsan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 Asas Mengikatnya Kontrak 
Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk 
memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut 
mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji 
tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya 
undang-undang. 
 
 Asas Iktikad Baik 
Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 
ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad 
baik. Begitu pentingnya iktikad baik tersebu sehingga dalam 
perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, 
kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan 
hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan 
khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah 
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pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-
kepentingan yang wajar dari pihak lain. 
3. Syarat Sahnya Perjanjian 
Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya 
suatu perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat yaitu : 
 Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 
 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
 Suatu hal tertentu; 
 Suatu sebab yang halal. 
Di dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua disebut 
dengan syarat subyektif, karena didalamnya menyangkut subyek-
subyek atau pelaku dalam suatu perjanjian, sementara itu syarat 
ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif, karena 
didalamnya menyangkut obyek dan yang diperjanjikan. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas Subekti secara tepat telah 
memperjelas keempat syarat itu dengan cara menggolongkan 
dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 6 
Bagian ke-1 : mengenai subyek perjanjian yaitu : 
 Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu 
melakukan perbuatan hukum tersebut. 
 Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar 
perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan 
                                                             
6 R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan VI, Intermasa, Jkt, 1979, hlm 20 
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menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan 
atau penipuan). 
 
Bagian ke-2 : mengenai obyek perjanjian, ditentukan : 
 Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas 
untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak. 
 Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan 
dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 
Tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif dapat dimintakan 
pembatalan perjanjian itu kepada hakim, akan tetapi hal tidak 
dipenuhinya syarat-syarat objektif diancam dengan kebatalan 
perjanjiannya demi hukum. 
 
4. Wanpretasi dan Akibatnya 
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para 
pihak dalam suatu kontrak.7 Para ahli hukum lain seperti Subekti 
berpendapat bahwa prestasi merupakan barang sesuatu yang 
dapat dituntut.8 
Wanprestasi menurut bahasa hukum dapat diartikan apabila 
seseorang yang berjanji terhadap orang lain dalam perjanjian tidak 
melakukan prestasinya. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji 
                                                             
7
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada), 2007, hlm. 68 
8 R.Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan VI, Intermasa, Jkt, 1979, hlm 45 
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dapat terjadi baik karena disengaja maupun tdk disengaja. Pihak 
yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang 
tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena 
terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut  
Bentuk prestasi sebagaiamana diatur dalam Pasal 1234 
KUH Perdata terdiri atas kewajiban untuk : 
 Memberikan sesuatu 
 Melakukan sesuatu atau 
 Tidak melakukan sesuatu. 
Ahli hukum seperti M.Yahya Harahap merumuskan 
wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada 
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.9 
Bentuk wanprestasi dari para pihak itu dapat berupa 10: 
 Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 
 Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 
 Terlambat memenuhi prestasi; 
 Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk 
dilakukan. 
 
Pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat berupa11 
: 
                                                             
9
 M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung,1986, hlm.60 
10
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada), 2007, hlm. 74 
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 Pembatalan kontrak saja; 
 Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; 
 Pemenuhan kontrak saja; 
 Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti tugi; 
Jenis tuntutan tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang 
dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu 
dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang 
wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara. 
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
1. Pengertian perumahan dan permukiman. 
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan 
prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, 
misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya 
listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan permukiman 
berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk 
melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa 
kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung 
keluarga dan menyimpan barang berharga. Rumah adalah struktur 
fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai 
                                                                                                                                                                       
11 Ibid, hlm. 75 
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sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 
1 Tahun 2011). 
Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan 
untuk tempat berlindung, di mana lingkungan berguna untuk 
kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk 
kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai 
Kesehatan dan Lingkungan, 2001).12 
Menurut American Public Health Association (APHA) rumah 
dikatakan sehat apabila : 13 
(1) Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperatur lebih 
rendah dari udara di luar rumah, penerangan yang memadai, 
ventilasi yang nyaman, dan kebisingan 45-55 dB.A.;  
(2) Memenuhi kebutuhan kejiwaan;  
(3) Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular 
yaitu memiliki penyediaan air bersih, sarana pembuangan 
sampah dan saluran pembuangan air limbah yang saniter 
dan memenuhi syarat kesehatan; serta  
(4) Melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya 
kecelakaan dan bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah 
                                                             
12 Soedjajadi Keman, “Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman”, Jurnal 
Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Airlangga, Vol. 2, No. 1, 
Juli 2005, hlm. 30 
13 Ibid, hlm. 31 
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yang kokoh, tangga yang tidak curam, bahaya kebakaran 
karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan dari ancaman 
kecelakaan lalu lintas  
Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Permukiman, terdapat beberapa pengertian dasar, 
yaitu; 
 Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. 
 Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempal tinggal atau lingkungan hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 
 Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap 
dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan 
fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan 
dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan 
kehidupan. 
 Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian 
yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat 
tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 
 Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang 
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 
 Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian 
Menurut Suparno Sastra M. dan Endi Marlina,14 pengertian 
mengenai perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 
                                                             
14 Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, 2006:Hal. 29 
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Sedangkan permukiman menurut Suparno Sastra M. dan 
Endi Marlina, adalah suatu tempat bermukim manusia untuk 
menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segi makna, 
permukiman berasal dari terjemahan kata settlements yang 
mengandung pengertian suatu proses bermukim. permukiman 
memiliki 2 arti yang berbeda yaitu: 15 
a. Isi. Yaitu menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun 
masyarakat di lingkungan sekitarnya. 
b. Wadah. Yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari 
alam dan elemen-elemen buatan manusia. 
2. Asas dan tujuan penyelenggaraan perumahan dan 
permukiman 
Perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan 
asas:16 
 asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar 
kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak 
bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat 
mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya. 
                                                             
15
 Ibid, 2006:37 
16 Pasal 2 Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman  
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 asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan 
agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata 
bagi seluruh rakyat. 
 asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak 
kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara 
Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh 
orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa 
atau hak pakai atas rumah. 
 asas keefisienan dan kemanfaatan adalah memberikan 
landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dilakukan dengan memaksimalkan  potensi 
 yang  dimiliki  berupa sumber daya  tanah, teknologi 
rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat 
untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 
 asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan 
landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan 
kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif 
dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap 
warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar 
akan perumahan dan permukiman. 
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 asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan 
landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran 
masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan 
pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan 
kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan 
kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta 
terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman. 
 asas kemitraan adalah memberikan landasan agar 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan 
melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan 
prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun 
tidak langsung. 
 asas keserasian dan keseimbangan adalah  memberikan 
landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian 
antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara 
kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan 
pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta 
memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan. 
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 asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan 
pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor 
terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling 
menunjang, dan saling mengisi. 
 asas kesehatan adalah memberikan landasan agar 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 
memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan 
lingkungan, dan perilaku hidup sehat. 
 asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan 
landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan 
permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi 
lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan 
yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah 
penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang 
untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 
 Asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan 
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan 
masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta 
infrastrukturnya, keselamatan dan keamananan lingkungan 
24 
 
 
dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, 
ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan 
perumahan dan kawasan permukiman. 
 
Penyelenggaraan perumahan dan permukiman bertujuan:17 
 Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. Yang dimaksud 
dengan "kepastian hukum" adalah jaminan hukum bagi 
setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak, baik yang 
bersifat milik maupun bukan milik melalui cara sewa dan 
cara bukan sewa. Jaminan hukum antara lain meliputi 
kesesuaian peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, 
perizinan, dan kondisi kelayakan rumah sebagaimana yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan; 
 Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 
penyebaran penduduk yang proporsional melalui 
pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman 
sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan 
kepentingan, terutama bagi MBR. Yang dimaksud dengan 
"penataan dan pengembangan wilayah" adalah kegiatan 
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
                                                             
17 Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Permahan dan Kawasan 
Permukiman 
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pengendalian yang dilakukan untuk menjaga keselarasan, 
keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, 
antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku 
kepentingan, sebagai bagian utama dari pengembangan 
perkotaan dan perdesaan yang dapat mengarahkan 
persebaran penduduk dan mengurangi ketidakseimbangan 
pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan 
pemanfaatan ruang; 
 Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam 
bagi pembangunan perumahan dengan tetap 
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di 
kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Yang 
dimaksud dengan "daya guna dan hasil guna sumber daya 
alam" adalah kemampuan untuk meningkatkan segala 
potensi dan sumber daya alam tanpa mengganggu 
keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan dalam 
rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman yang berkualitas di lingkungan 
hunian perkotaan dan lingkungan hunian perdesaan; 
 Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Yang 
dimaksud dengan "memberdayakan para pemangku 
kepentingan" adalah upaya meningkatkan peran masyarakat 
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dengan memobilisasi potensi dan sumber daya secara 
proporsional untuk mewujudkan perumahan dan kawasan 
permukiman yang madani. Para pemangku kepentingan 
antara lain meliputi masyarakat, swasta, lembaga keuangan, 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
 Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya; dan 
 Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan 
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 
teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.  Yang 
dimaksud dengan "rumah yang layak huni dan terjangkau" 
adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan 
bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta 
kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan 
"lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, 
terpadu, dan berkelanjutan" adalah lingkungan yang 
memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas 
tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan 
utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu 
lingkungan. 
C. Tinjauan umum tentang fasilitas sosial dan fasilitas umum 
1. Pengertian fasilitas sosial dan fasilias umum. 
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Seringkali kita mendengar istilah fasilitas sosial – fasilitas 
umum (fasos dan fasum) untuk menggambarkan fasilitas yang bisa 
digunakan publik. Dalam peraturan tentang fasilitas sosial, tak 
ditemukan istilah fasos dan fasum. Tapi itu adalah istilah untuk 
prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang 
dipendekkan menjadi fasos fasum untuk mempermudah 
penyebutannya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang 
dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan 
oleh Pemerintah atau swasta untuk masyarakat misalnya, sekolah, 
klinik dan tempat ibadah. Sedangkan yang dimaksud fasilitas umum 
adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, 
misalnya jalan dan alat penerangan umum  
Adapun pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar 
fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan 
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana 
adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan 
dan pengembangan kehidupan ekonomi,sosial dan budaya. 
Sedangkan utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan 
lingkungan.  
 
2. Proses pengadaan, aspek pengawasan dan pengendalian 
fasilitas sosial dan fasilitas umum di perumahan 
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Dimulai dengan tahap perencanaan, pada tahap ini meliputi 
izin lokasi, izin perencanaan, IMB, serta bagaimana status tanah 
tempat fasilitas sosial direncanakan. Aspek pengawasan pada 
tahap perencanaan saat pengembang mengajukan izin 
pembangunan kompleks perumahan merupakan tahap 
pengendalian awal. Pengendalian ini diharapkan nantinya dalam 
tahap pembangunan dapat sesuai dengan apa yang diajukan 
sesuai dengan rencana/perizinan yang didapat. 
Kemudian dilanjutkan pada tahap pembangunan yang mana 
pada tahap ini tanah dimatangkan dan di atasnya dibangun rumah 
dan fasilitas-fasilitasnya sebagaimana yang dinyatakan dalam 
rencana proyek yang telah disetujui. Dalam tahap ini peran 
Pemerintah Daerah dalam mengawasi pembangunan perumahan 
dan fasilitas sosial agar sesuai standar dan peraturan yang berlaku 
sangatlah besar. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ini 
dilaksanakan oleh dinas PU dan instansi terkait secara 
berkelanjutan agar pelanggaran terhadap pembangunan fasilias 
sosial dan fasilittas umum dapat dihindari. 
Tahap selanjutnya yaitu, tahap penyerahan. Pada Tahap 
penyerahan ini harus sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 9 
tahun 2009 tentang penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas 
Perumahan dan permukiman ke Pemda. Penyerahan yang 
dimaksud dalam Peraturan Mendagri tersebut adalah penyerahan 
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seluruh atau sebagian prasarana lingkungan, sarana dan utilitas 
berupa tanah dan bangunan dalam bentuk asset. Setelah asset 
tersebut telah memenuhi syarat maka tanggung jawab pengelolaan 
prasarana, sarana dan utilitas tersebut diserahkan kepada Pemda. 
Perumahan yang telah diserahterimakan itu, perawatannya 
dilakukan oleh Pemda melalui instansi yang berwenang 
mengelolanya. Sedangkan kompleks perumahan yang tidak 
membangun sarana dan prasarana, dan utilitas umum  sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat diserahkan pada 
Pemda. 
Setelah dilakukan tahap penyerahan sarana, prasarana 
lingkungan, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemda, 
pengembang sudah tidak bertanggung jawab lagi atas 
kelangsungannya, baik pembiayaan atau pemeliharaan. Segala 
tanggung jawab sepenuhnya telah berada di pihak penghuni dan 
Pemda. Selanjutnya apabila ada pengembang, badan usaha 
swasta dan masyarakat yang ingin melakukan kerja sama 
pengelolaan fasilitas yang telah diserahkan kepada Pemda untuk 
keperluan melanjutkan pembangunan perumahannya, seperti diatur 
dalam Permendegri pasal 22 ayat (3) No.9 tahun 2009 maka 
diwajibkan memperbaiki dan memelihara fasilitas tersebut sehingga 
pemeliharaan dan pendanaan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi 
tanggung jawab pengelola. 
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Pembiayaan dalam pembangunan fasilitas sosial seperti 
diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2009 adalah dibebankan 
pada harga rumah. Untuk itu pengembang dapat menyediakan 
fasilitas sosial tersebut tanpa menanggung kerugian yang berarti. 
Pada hakikatnya, pengembang hanya berkewajiban menyerahkan 
tanah matang pada pemda dan pemda melalui dinas terkait yang 
akan membangun fasilitas sosial tersebut. Tetapi persoalannya 
menjadi berbeda ketika dihubungkan dengan janji pengembang 
pada calon penghuni dan strategi pemasaran perumahannya. Tidak 
adanya kejelasan akan tanggung jawab sebuah fasilitas sosial dan 
fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
mengakibatkan terbengkalainya kepentingan konsumen. Juga 
masalah mengenai tidak dilaksanakannya penyerahan fasilitas 
sosial dan fasilitas umum oleh pengembang kepada Pemda 
mengakibatkan adanya peluang bagi pengembang atau pihak 
ketiga untuk menyalahgunakan fasilitas tersebut. 
 
 
3. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (fasilitas sosial 
dan fasilitas umum). 
Yang dimaksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 
adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah 
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tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab 
pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah.18  
Pemerintah Daerah (Pemda) meminta kepada pengembang 
untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan 
permukiman yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tata letak yang 
telah disetujui oleh Pemerintah Daerah secara bertahap ataupun 
sekaligus. Seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah di 
serahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hak, 
wewenang dan tanggung jawab pengurusannya beralih 
sepenuhnya kepada Pemda yang bersangkutan.  
Jika pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat 
ingin melakukan kerja sama pengelolaan fasilitas yang telah 
diserahkan kepada Pemda untuk keperluan melanjutkan 
pembangunan, maka pengembang diwajibkan memperbaiki dan 
memelihara fasilitas yang dimaksud dan tidak dapat merubah 
peruntukan fasilitas-fasilitas tersebut. Pemda selambat-lambatnya 
dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak saat menerima penyerahan, wajib 
menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dimaksud 
kepada masing-masing instansi yang membidanginya dengan 
membuat Berita Acara Serah Terima. 
                                                             
18 Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukimana di Daerah 
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Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah 
memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administrasi. 
Persyaratan umum meliputi lokasi sesuai dengan rencana tata letak 
yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan 
dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan. Persyaratan 
secara teknis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman. 
Persyaratan administrasi, yaitu harus memiliki beberapa dokumen 
di antaranya, dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh 
Pemerintah Daerah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin 
penggunaan bangunan (IPB) dan surat pelepasan hak atas tanah 
dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.  
Sebelum dilakukan penyerahan oleh pemohon kepada 
Pemda terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi. Hasil 
verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. 
Penyerahan dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1. Penyerahan umum/biasa adalah penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas, kepada Pemda dalam keadaan baik; 
2. Penyerahan khusus adalah penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas kepada Pemda yang telah lama selesai namun 
belum juga dilakukan penyerahan, dan pada saat akan 
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dilakukan penyerahan kondisi dalam keadaan rusak. Dalam 
hal penyerahan khusus, pengembang diwajibkan 
memperbaiki lebih dahulu kerusakan tersebut. 
Bentuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 
lingkungan meliputi : 
a. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan 
kepada Pemda dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi; 
b. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas ke Pemda harus 
dilengkapi dengan sertifikat tanah atas nama Pemda; 
c. Dalam hal sertifikat belum selesai maka penyerahan tersebut 
disertakan dengan bukti proses pengurusan dari Kantor 
Badan Pertanahan Nasional (BPN); 
Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang 
mana Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan 
pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam 
pengelolaannya. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja 
sama tersebut, pemeliharaan fisik dan pendanaan menjadi 
tanggung jawab pengelola dan pengelola tidak dapat mengubah 
peruntukan prasarana, sarana dan uilitas tersebut. 
D. Kejahatan di bidang perumahan dan permukiman. 
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Menatap masa depan, untuk menciptakan iklim bisnis yang 
sehat dalam pembangunan perumahan, pihak pengembang dan 
konsumen yang terlibat dalam pembangunan perumahan tersebut, 
harus senantiasa beriktikad baik. Pemerintah juga harus 
menerapkan asas good corporate government dalam melakukan 
monitoring dan evaluasi di bidang perbankan sebagai salah satu 
bidang yang terkait erat pembangunan perumahan dan 
permukiman. 
Kalau dimati secara kritis, berbagai dampak negatif dalam 
pembangunan perumahan, antara lain disebabkan selain minimnya 
peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur soal 
perlindungan konsumen perumahan, juga tidak terlepas dari 
masalah masih rancunya kelembagaan yang mengurusi 
pembangunan perumahan. Maraknya pengaduan konsumen akhir-
akhir ini, juga merupakan cermin belum adanya kesadaran di 
kalangan pengembang bahwa kalau konsumen membayar, mereka 
berhak mendapatkan rumah sesuai dengan yang dijanjikan oleh 
pengembangdalam iklan/brosur/pameran. Komitmen untuk 
mendapatkan kepuasan konsumen sebagai indikator keberhasilan 
pembangunan perumahan, dapat dilakukan secara individual dari 
masing-masing pengembang, maupun secara kolektif melalui 
asosiasi pengembang (REI) agar konsumen dapat mengontrol 
komitmen pengembang, lebih bagus kalau dibuat secara tertulis 
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dan transparan dalam bentuk perjanjian. Sehingga 
masyarakat/konsumen dapat melakukan penilaian kinerja 
pengembang berdasarkan indikator yang telah dibuat 
pengembang.19 
Namun hal yang muncul adalah di mana pengembang 
memanfaakan posisi konsumen yang sangat lemah dalam hal 
minimnya informasi yang didapat dari pengembang mengenai isi 
perjanjian tersebut memungkinkan pengembang melakukan hal-hal 
yang menyalahi ataupun melanggar sebagian bahkan mungkin 
keseluruhan perjanjian. 
Banyaknya pihak yang terlibat dalam pembangunan 
perumahan memungkinkan banyaknya potensi tindak kejahatan. 
Misalnya saja dari pihak pengembang sebagai pihak yang 
berinisiatif membangun perumahan. Pihak perbankan, khususnya 
dalam hal penyaluran KPR dan juga pihak notaris sebagai pihak 
penyedia jasa profesional transaksi hukum dalam proses jual beli 
perumahan.20 
Kejahatan di bidang perumahan yang lagi marak di Kota 
Makassar adalah realisasi fasilitas sosial dan fasilitas umum. Materi 
dalam brosur/iklan/pameran perumahan atau bahkan dalam 
perjanjian yang disodorkan untuk ditandatangani oleh pembeli 
                                                             
19
 Sudaryatmo. Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 
43 
20 Ibid, hlm. 44 
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perumahan tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh 
pihak pengembang. Yang terjadi adalah di mana pengembang 
kabur/bubar, sementara fasilitas yang dijanjikan belum dibangun. 
Juga seringkali terjadi adalah tidak adanya proses pemeliharaan 
yang dilakukan oleh pengembang sehingga fasilitas yang telah 
dibangun menjadi terbengkalai, fasilitas tersebut menjadi rusak dan 
tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh konsumen 
sebagaimana mestinya. 
Kejahatan yang lain dalam masalah fasilitas sosial dan 
fasilitas umum adalah di mana pengembang malah 
mengomersialkan fasilitas tersebut dengan bekerja sama pada 
pihak ketiga misalnya, lahan yang seharusnya dibuat taman atau 
tempat beribadah oleh pengembang dijual kepada pihak ketiga. 
Pemda dalam hal ini hanya melakukan “cuci tangan”, dengan dalih 
belum ada serah terima sehingga semua masih tanggung jawab 
pengembang.  
 
E. Perlindungan hukum konsumen perumahan dan permukiman. 
Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah 
terpenuhinya kebutuhan perumahan, yang merupakan kebutuhan 
dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia dan keluarganya, 
sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 
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Di samping itu pembangunan perumahan merupakan salah 
satu instrumen terpenting dalam strategi pengembangan wilayah 
yang menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang kependudukan 
dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan 
sosial dalam rangka pemantapan ketahanan nasional. 
Dalam Pasal 1 angka 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman ditentukan 
bahwa : 
“Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal, atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.” 
“Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan 
prasarana dan sarana lingkungan”. 
 
Dapat diketahui bahwa rumah adalah bangunan di mana 
manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, di samping itu 
rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi 
pada saat seseorang diperkenalkan kepada norma dan adat 
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tidaklah 
mengherankan bila masalah perumahan menjadi masalah yang 
penting bagi individu. Salah satu faktor utama yang menjadi 
kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya 
memang masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh 
kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri dan 
rendahnya pendidikan konsumen yang ada. Oleh karena itu 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen yang ada, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang 
kuat bagi Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan 
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen 
Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah yaitu, 
pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang 
yang secara khusus mengatur soal perlindungan konsumen 
perumahan sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen 
secara integratif dan komprehensif. Secara kelembagaan, 
Pemerintah melakukan perbaikan atau penyempurnaan peraturan 
pelaksanaan, pembinaan aparat, pranata dan perangkat-perangkat 
yudikatif, administratif dan edukatif, serta sarana dan prasarana 
lainnya, agar nantinya undang-undang tersebut dapat diterapkan 
secara efektif di masyarakat. 
Bertitik tolak  dari pemahaman akan perlindungan konsumen 
perumahan, maka dapat dikatakan bahwa :” Perlindungan 
konsumen perumahan adalah serangkaian upaya yang dibingkai 
secara hukum, untuk melindungi konsumen perumahan sebagai 
pengguna fasilitas perumahan, yang meliputi fasilitas bangunan 
(konstruksi) yang sesuai standar, fasilitas lingkungan, fasilitias 
sosial, fasilitas umum dan memenuhi standar kesehatan, serta 
mempu memberi rasa aman kepada penghuninya, baik itu untuk 
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kepentingan pribadi, keluarga, institusi ataupun pihak lain, tetapi 
tidak untuk diperdagangkan kembali.” 
Mengenai hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-
Undang Perlindungan  Konsumen (UUPK) memberikan pengertian 
tentang perlindungan konsumen secara cukup luas, perlindungan 
konsumen di definisikan sebagai segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikan  perlindungan kepada 
konsumen. 
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan untuk : 
 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri. 
 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan 
atau jasa; 
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
 Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
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 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
 Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen 
Hal yang perlu diperhatikan konsumen adalah pada saat 
serah terima fisik. Rumah yang diserahkan harus cocok 
spesifikasinya dengan yang ada di dalam perjanjian pengikatan jual 
beli. Jika tidak sesuai, maka hak konsumen untuk tidak 
menandatangani berita acara serah terima tersebut sebelum 
pengembang menyelesaikannya.21 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
                                                             
21 Ermin Kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti, Minerva Athena Pressindo, 
Jakarta, 2009, hlm 48-50 
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A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan 
dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melaksanakan 
penelitian di Makassar, yaitu pada Perumahan Bumi Tamalanrea 
Permai (BTP). 
Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan 
bahwa kawasan tersebut adalah perumahan yang banyak disoroti 
pada media massa agar masyarakat, pengembang maupun 
Pemerintah dapat mengetahui dan menyelesaikan masalah-
masalah yang ada pada kawasan tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari beberapa 
informan dengan menggunakan pedoman wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh melalui dari dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat 
dalam penulisan tugas akhir. 
2. Sumber Data 
   Data yang diperoleh bersumber dari: 
a. Sumber data primer 
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Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
responden / informan di lapangan (Field Research).  
b. Sumber data sekunder 
Berasal dari pendapat para ahli, dokumen-dokumen 
tulisan-tulisan dalam buku ilmiah serta sumber-sumber 
lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas (Library 
Research). 
 
C. Populasi dan sampel 
Pengertian populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh 
individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, 
sedangkan sampel adalah sejumlah subjek yang dianggap mewakili 
populasinya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengembang, warga 
perumahan Bukit Baruga dan Perumnas Antang, serta Pemerintah 
Kota Makassar. 
Dari populasi tersebut, selanjutnya ditarik sampel yang 
dianggap memenuhi kriteria sebagai responden. Sampel dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Pengelola P.T Perum Perumnas Wilayah 7 Kota Makassar 
sebagai pengembang Perumnas Antang, Pengelola P.T 
Baruga Asrinusa Development, pengelola Matura Town 
House 
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2. Warga perumahan Bukti Baruga, Antang sebanyak 45 
responden. 
3. Warga Perumnas Antang sebanyak 50 responden 
4. Warga Perumahan Matura Town House sebanyak 5 
responden. 
Di samping sampel tersebut di atas, penulis juga mengambil 
narasumber atau informan dari Dinas Tata Ruang Dan Bangunan 
Kota Makassar dan dari Bagian Perlengkapan Sekretariat kota 
Makassar 
 
D. Teknik pengumpulan data 
Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan 
maupun penelitian literatur, digunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview) 
Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya 
jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan 
informasi yang diperlukan melalui pihak pengembang dan warga 
perumahan di Kota Makassar, serta Pemda Kota Makassar. 
2. Teknik Dokumentasi. 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-
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laporan, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan 
yang dibahas. 
E. Analisis Data 
Data kuantitatif dari hasil kuesioner dan wawancara 
diuraikan dalam tabel frekuensi secara kualitatif dan deskriptif. Data 
yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara 
kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data 
yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang 
selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum mengenai Developer/Pengembang 
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Salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia adalah 
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan UUD. 1945, seiring dengan tujuan pembangunan 
nasional adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi 
seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Salah satu unsur 
pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan 
perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga 
Negara Indonesia dan keluarganya, sesuai dengan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia.  
Disamping itu pembangunan perumahan merupakan salah 
satu instrumen terpenting dalam strategi pengembangan wilayah, 
yang menyangkut aspek-aspek yang luas dibidang kependudukan, 
dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan 
sosial dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.  
Bertitik tolak dari hal tersebut maka pembangunan 
perumahan dan permukiman sebagaimana yang tertuang di dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permukiman, ditujukan untuk : 
 Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan 
dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat. 
 Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasidan teratur 
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 Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran 
penduduk yang rasional 
 Menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya 
dan bidang-bidang lainnya. 
Dengan demikian sasaran pembangunan perumahan dan 
permukiman adalah untuk menciptakan lingkungan dan ruang 
hidup manusia yang sesuai dengan kebutuhan hidup yang hakiki, 
yaitu agar terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, perlindungan, 
ketenangan, pengembangan diri, kesehatan dan keindahan serta 
kebutuhan lainnya dalam pelestarian hidup manusiawi. 
 Tujuan itu menjadi harapan ideal dari setiap individu 
konsumen perumahan, kendalanya kapasitas setiap individu sangat 
terbatas untuk memperoleh rumah yang sesuai dengan keinginan 
dan harapan mereka, tantangan masalah perumahan ini memang 
tidak sederhana, memang telah ada Political Will dari Pemerintah 
untuk menyediakan perumahan, terutama yang ditujukan kepada 
masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan 
perumahan oleh Perum Perumnas. 
Walaupun demikian laju kebutuhan masyarakat akan 
perumahan jauh melebihi kemampuan Pemerintah, oleh karena 
terdapatnya peluang ini, maka perusahaan pembangunan rumah 
(developer) swasta tumbuh menjamur dan melihat usaha 
perumahan ini sebagai pasar potensial untuk meraih keuntungan.  
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Dengan kebutuhan perumahan yang sangat tinggi dari 
masyarakat, para developer, baik itu developer swasta atau pun 
developer milik Pemerintah berlomba-lomba untuk membuat 
perumahan yang diminati oleh masyarakat, developer dapat 
membuat perumahan dengan segmentasi menengah ke atas 
ataupun menengah ke bawah dan dengan leluasa memilih bank-
bank swasta yang dapat diajak kerjasama dalam hal pembiayaan 
pembelian rumah (KPR).  
Hal tersebut yang mengakibatkan perbedaan antara 
developer Pemerintah dan swasta dalam segala hal, termasuk 
dalam hal pengadaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas 
umumnya. Berikut adalah penjelasan mengenai developer 
Pemerintah dan developer swasta perumahan besar maupun kecil : 
 
1. Perum PERUMNAS sebagai developer milik Pemerintah. 
PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan 
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai 
solusi Pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi 
masyarakat menengah ke bawah. Perusahan ini didirikan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, 
kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
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1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 
Tahun 2004.  Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu tampil 
dan berperan sebagai pioner dalam penyediaan perumahan dan 
permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 
Melalui konsep pembangunan skala besar, perumnas 
berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan 
kawasan permukiman dan kota-kota baru yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Sebagai BUMN pengembang dengan jangkauan usaha 
nasional, perumnas mempunyai 7 wilayah usaha Regional I hingga 
Regional VII dan Regional Rusunawa.  
 Perumnas Antang yang masuk dalam Wilayah Regional VII, 
merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bisnis 
perumahan. Peruman terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan 
rumah bersubsidi di kawasan tersebut. Pihak Perumnas, khususnya 
Perumnas Antang akan mengembangkan kawasan Antang menjadi 
kota baru dengan menambah pembangunan unit rumah sederhana 
sehat di kawasan tersebut dan akan dibangunnya jalan lingkar, 
sehingga akan dilakukan perluasan areal pembangunan.. 
 Di kawasan Perumnas Antang telah dibangun 1311 unit 
rumah tinggal serta telah dihuni secara keseluruhan oleh 1311 
kepala keluarga. Adapun rincian tipe rumah tinggal yang dimaksud 
yaitu, RSS sebanyak 516 unit, RS+RSS sebanyak 329 unit, RS 
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sebanyak 30 unit, RSH sebanyak 56 unit dan RST sebanyak 357 
unit.  
Perumnas sebagai developer sangat memperhatikan segala 
hal mengenai pembangunan perumahan, termasuk mengenai 
pengadaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. 
Fasilitas-fasilitas tersebut walaupun tidak terdapat dalam perjanjian 
perikatan jual beli (PPJB) perumahan namun pihak Perumnas 
sangat memperhatikan mengenai pengadaan dan pengelolaannya. 
Adapun mengenai biaya dalam pengadaan dan pemeliharaan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut oleh pihak Perumnas 
dibebankan kepada user/pembeli pada harga rumah.  
Pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pihak 
Perumnas adalah dengan perbandingan 40:60, artinya pada lahan  
yang yang akan dibangun, 40% dari keseluruhan lahan 
diperuntukan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, sedangkan 
60% untuk pembangunan rumah. Fasilitas-fasilitas umum yang 
disediakan oleh pihak Perumnas adalah jalan, saluran air atau 
drainase, taman bermain, kawasan hijau dan lain-lain. Sedangkan 
dalam hal pengadaan fasilitas sosial, pihak Perumnas hanya 
menyiapkan lahan matang yang peruntukannya untuk 
pembangunan fasilitas sosial yang kemudian diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah.  
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Pembangunan fasilitas sosial pada lahan matang tersebut 
ditentukan oleh warga masyarakat, misalnya masjid, sekolah, 
puskesmas, dan lain-lain. Namun pembangunannya harus dengan 
izin dari Pemerintah Daerah. Setelah diserahkannya lahan matang 
kepada Pemerintah pihak Perumnas tidak lagi melakukan campur 
tangan akan hal pengadaan dan juga pengelolaannya. Mengenai 
pengelolaan fasilitas-fasilitas umum yang telah selesai 
pembangunannya, pihak Perumnas langsung menyerahkan kepada 
Pemerintah Daerah sehingga tanggung jawab pengelolaan fasilitas 
umum tersebut telah menjadi tanggung jawab Pemda. Pada saat 
dilakukan penyerahan pihak Perumnas harus memastikan bahwa 
fasilitas umum yang akan diserahkan dalam keadaan baik atau 
tidak dalam keadaan rusak.  
Berikut adalah gambar fasos dan fasum yang terdapat di  
Perumnas Antang :  
 
 
Fasilitas-fasilitas sosial 
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Keterangan:  
1. Masjid     5. Kantor Urusan agama 
2. Kantor Kecamatan   6. Kantor Polisi 
3. Sekolah Dasar    7. Kantor Kelurahan 
4. Kantor Komisi Pemilhan Umum 8. Puskesmas    
   
 
fasilitas-fasilitas umum 
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Keterangan :  
1. Saluran air/drainase  4. Lapangan Bola 
2. Jalan    5. Lapangan Volley 
3. Ruang terbuka hijau.  6. Taman  
 
 
 
2. PT. Baruga Asrinusa Development sebagai developer 
swasta perumahan besar. 
PT. Baruga Asrinusa Development atau PT. BAD adalah 
perusahaan swasta lokal yang merupakan anak perusahaan dari 
PT. Hadji Kalla (Kalla Group) yang bergerak di bidang usaha 
developer. Proyek pengembangan PT. BAD dikenal dengan 
kawasan Bukit Baruga. Sebelum mengembangkan Kawasan Bukit 
Baruga, PT BAD dulu nernama PT. Bumi Sarana Indah telah 
mengembangkan kawasan perumahan Griya Panakkukang Indah 
(GPI) di jalan Hertasning perumahan Panaikang Indah (PPI) di jalan 
Hadji Kalla Raya Panaikang. 
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Dalam mengembangkan kawasan perumahan Bukit Baruga, 
PT. BAD awalnya memanfaatkan lahan milik PT. Bukaka meat 
yang juga merupakan anak perusahaan PT. Hadji Kalla. Setelah 
PT. Bukaka meat dilikuidasi, maka lahan seluas 30 hektare milik 
PT. Bukaka meat dialihkan kepada PT. BAD untuk dikembangkan 
menjadi kawasan perumahan. Pengembangan kawasan Bukit 
baruga dilakukan dengan menggunakan dana modal saham dari 
PT. Hadji Kalla dan keluarga besar Hadji Kalla dibantu dengan 
dana pembiayaan dari Bank Tabungan Negara Cabang Kota 
Makassar.  
Setelah memulai pengembangan kawasan Bukit Baruga, PT. 
BAD memperluas rencana pengembangan permukiman Bukit 
Baruga menjadi 300 hektare, yang terdiri dari wilayah 
pengembangan kawasan bukit baruga di Antang dan 
pengembangan kawasan Rumah Sederhana Dukuh Manggala di 
MoncongloeLappara, dengan luas lahan yang telah dibebaskan 
150 hektar. Kawasan permukiman yang dibangun di wilayah 
perbukitan Kota Makassar ini dibangun dengan konsep rumah alam 
tanpa pagar. Permukiman dengan konsep tanpa pagar 
dimaksudkan untuk memberikan apresiasi rumha hunian yang 
menyatu dengan kondisi alam perbukitan, sehingga diberi nama 
Bukit Baruga atau rumah diperbukitan. 
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Di kawasan Bukit Baruga telah dibangun 1660 unit rumah 
tinggal dan telah dihuni oleh 1245 kepala keluarga yang terbagi dari 
beberapa kawasa/cluster yang berasal dari berbagai daerah di 
Sulawesi Selatan dan luar Sulawesi Selatan (seperti: Jawa, 
Kalimantan, Maluku, dan Papua) Dengan dibangunnya kawasan 
Bukit Baruga telah memperluas akses kawasan permukiman yang 
ada di Antang, seperti Perumnas Antang, Perumahan Ikatan Dokter 
Indonesia, dan Perumahan Makkio Baji, dengan menggunakan 
akses jalan Perintis Kemerdekaan (Tello Baru), jalan Antang Raya 
dan jalan Inspeksi PAM menuju jalan Raya Baruga kearah kampus 
UVRI. Selain akses jalan, kawasan permukiman ini juga berdekatan 
dengan akses sarana pengembangan Tata Ruang Kota Makassar 
pengembangan wilayah pendidikan, seperti Universitas 
Hasanuddin, STIMIK Dipanegara dan Universitas Islam Makassar. 
Bukit Baruga sebagai kawasan hunian eksklusif di Kota 
Makassar adalah buah karya dari PT. Baruga Asrinusa 
Development  PT. Baruga A.D menerapkan konsep kawasan kota 
terpadu di atas lahan yang direncanakan seluas 300 Hektar yang 
meliputi kota Makassar dan Kabupaten Maros. Sebuah konsep 
baru yang belum begitu diminati di Makassar saat itu. 
Bukit Baruga adalah sebuah kawasan hunian terbesar di 
bagian timur kota Makassar. Bukit Baruga nantinya akan menjadi 
sebuah kawasan kota mandiri. Berbekal perencanaan yang 
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matang, tahun 1995 PT. Baruga Asrinusa Development mulai 
menjamah daerah Antang. Saat ini PT.BAD sudah membangun di 
atas kawasan seluas kurang lebih ± 100 Hektar yang terbagi atas 
beberapa kawasan/cluster. 
Saat ini Bukit Baruga sudah dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas sosial maupun fasilitas umum. Dengan perbandingan 40:60 
untuk pengadaan fasilitas umum pada setiap cluster dengan luas ± 
5 Ha artinya, setiap cluster yang seluas 5 Ha, 40% lahannya 
diperuntukan untuk fasilitas umum dan 60% nya untuk 
pembangunan rumah sedangkan pengadaan fasilitas sosial tidak 
dibangun pada setiap cluster namun dibangun berdasarkan 
keseluruhan luas lahan perumahan tersebut. Fasilitas yang 
disediakan yaitu, fasilitas sosial misalnya, fasilitas ibadah , fasilitas 
olahraga (lapangan tennis dan driving range) serta sarana 
pendidikan (sekolah Islam Athirah), dan sarana rekreasi.  Adapun 
fasilitas umum yang disediakan oleh pihak pengembang, misalnya 
jalan, taman (alam terbuka) saluran air atau drainase, penerangan 
jalan, dan lain-lain. 
Pengadaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas 
umum sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak 
pengembang. Dalam hal ini pengelola melakukan pengadaan 
fasilitas-fasilitas tersebut dan mengelolanya sendiri, dengan biaya 
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pengadaan yang murni berasal dari pihak pengembang sedangkan 
biaya pengelolaannya berasal dari iuaran warga masyarakat. 
Pengelolaan fasos dan fasum tersebut dilakukan oleh pihak 
pengembang sehingga pihak pengembang tidak menyerahkan 
fasos dan fasum tersebut kepada Pemerintah Daerah.  Tidak 
diserahkannya fasilitas-fasilitas tersebut kepada Pemda alasannya 
adalah sikap kepedulian yang tinggi dan senantiasa 
memperhatikan kepuasaan user/pembeli sehingga pihak 
pengembang ingin bertanggung jawab dengan melakukan 
pengelolaan sendiri. Alasan lain adalah PT. BAD merupakan 
perusahaan komersil yang sangat memperhatikan prospek ke 
depan, artinya pihak Baruga ingin menarik perhatian calon 
user/pembeli yang salah satu caranya adalah dengan memberikan 
gambaran mengenai fasilitas-fasilitas yang disediakan dan 
pengelolaannya.  
Dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) perumahan 
yang disodorkan kepada calon pembeli/user tidak diatur mengenai 
pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum pada kawasan 
perumahan Bukit Baruga, namun pihak pengembang tetap 
bertanggung jawab karena fasilitas tersebut merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari satuan rumah sehingga pihak 
user/pembeli dapat melakukan complain terhadap pengadaan dan 
pengelolannya langsung kepada pengembang (pengelola). Adapun 
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fasos dan fasum yang disediakan oleh PT. BAD adalah sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
Fasilitas-fasilitas sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Pos Keamanan   5. Lapangan Tenis 
2. Masjid    6. Sekolah Islam Athirah 
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3. Lapangan Golf   7. Sarana rekreasi ( Water Park) 
4. Kolam Renang   8. Kawasan Pertokoan/ Niaga 
 
 
 
Fasilitas-fasilitas umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Penerangan Jalan   5. Jalan  
2. Lahan terbuka Hijau   6. Taman 
3. Jalan    7. Lahan Terbuka Hijau 
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4. Lahan Terbuka Hijau  8. Kantor Pengelola 
 
3. CV. Matura (Lestari Anugerah Rezeki) sebagai Developer 
swasta  perumahan kecil 
Matura Town House sebagai developer swasta perumahan 
kecil yang dikelola oleh pengembang CV. Matura merupakan 
perumahan kecil dengan lokasi yang sangat stragis. Lokasi yang 
berada di jalan Pettarani, Kota Makassar yang merupakan kawasan 
niaga sekaligus kawasan perumahan elite menjadikan Matura Town 
House sebagai pilihan yang sangat tepat bagi calon pembeli/user. 
Dibangun di atas lahan seluas  900 m² sehingga developer 
memakai konsep perumahan elite dengan hanya membangun 6 
unit rumah mewah dari lahan seluas 900 m² tersebut . Dengan 
lahan seluas itu CV. Matura sebagai developer hanya akan 
membangun fasilitas umum tanpa membangun fasilitas sosial. 
Fasilitas umum yang di maksud adalah jalan dan saluran 
air/drainase saja, sedangkan fasilitas umum seperti taman, masjid 
dan lain-lain, tidak dapat di bangun dikarenakan lahan yang kecil 
tersebut. 
Pembangunan unit perumahan memang masih dalam masa 
pengerjaan, tetapi hal tersebut bukan merupakan wanprestasi yang 
dilakukan oleh pihak developer, yang di mana developer 
seharusnya memasarkan rumah yang siap huni kepada calon 
60 
 
 
pembeli. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan khusus yang 
diberikan oleh developer kepada pembeli, bentuk pelayanan yang 
dimaksud adalah pembeli dapat menentukan sendiri desain interior 
rumah dengan tanpa mengubah desain eksterior dari rumah 
tersebut. 
Sebelum dilakukan transaksi, developer telah menjelaskan 
dengan seksama kepada calon pembeli/ user tentang hal-hal 
mengenai perumahan tersebut, termasuk mengenai  penyediaan 
fasos dan fasum pada perumahan tersebut, sehingga pembeli di 
kemudian hari tidak lagi complain mengenai hal tersebut. Namun 
pihak CV. Matura memberikan fasilitas-fasilitas yang bersifat pribadi 
kepada pembeli/user yaitu, TV Satelit, pengamanan dengan 
menggunakan kamera CCTV, instalasi air panas, lampu hias dan 
taman pada tiap unit rumah, 2 buah pendingin udara dan beberapa 
fasilitas-fasilitas lainnya. 
Pengelolaan fasilitas umum yang disediakan menjadi 
tanggung jawab dari developer karena hal tersebut juga merupakan 
salah satu bentuk pelayanan kepada user. Atas dasar 
pertimbangan tersebut maka developer mengelola sendiri fasum 
tersebut sehingga tidak diserahkan kepada Pemda Kota Makassar. 
Berikut adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak 
Developer: 
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Keterangan:  
1. Pintu Gerbang    3. Jalan di Luar Perumahan 
2. Jalan Di Dalam Perumahan 4. Satuan Rumah 
 
Dari ketiga developer yang telah dijelaskan di atas , maka 
dapat dilakukan perbandingan mengenai pengadaan dan 
pengelolaan fasos dan fasum sebagai berikut: 
Tabel 1 
No. Substansi 
pengaturan 
Perumnas Antang PT. BAD CV. Matura 
1.  Nama 
perjanjian/kontrak 
perjanjian 
pembelian rumah 
(PPR) 
Surat perjanjian 
pengikatan jual beli 
         (SPPJB) 
Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli 
         (PPJB) 
2. Pengadaan  fasos 
fasum dalam 
perjanjian 
Tidak diatur dalam 
perjanjian 
Tidak diatur dalam 
perjanjian 
Tidak diatur dalam 
perjanjian 
3. Status fasos dan Diserahkan kepada Dikelola sendiri Dikelola sendiri oleh 
62 
 
 
fasum Pemda oleh developer developer 
4. Biaya pengadaan/ 
Pengelolaan 
Sudah termasuk 
dalam harga rumah 
Pengadaan dari 
pihak developer, 
pengelolaannya 
dari iuran warga 
Sudah termasuk 
dalam harga rumah 
5. Perbandingan fasos 
dan fasum 
40:60 secara 
keseluruhan 
40:60 secara 
cluster (±15 Ha) 
30:70 secara 
keseluruhan 
Sumber: data primer 
 
B. Gambaran Umum Mengenai Pengadaan dan Pengelolaan 
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. 
Proses transaksi jual beli perumahan terdiri dari tahapan 
yaitu, tahap pra transaksi, tahap transaksi dan tahap pasca 
transaksi/purna transaksi. Pengadaan dan pengelolaan fasilitas 
sosial dan fasilitas umum, baik itu pada developer milik Pemerintah 
maupun developer swasta tidak mencantumkan mengenai hal 
tersebut pada perjanjian perikatan jual beli pada tahap transaksi. 
Namun pengadaan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut 
merupakan hal yang wajib dan harus ada pada setiap kawasan 
perumahan. Terdapat aturan-aturan hukum yang mendasari hal 
tersebut, karena pembangunan perumahan pada suatu lahan harus 
memenuhi beberapa syarat sebelum dikeluarkannya Izin 
Mendirikan Bangunan atau IMB oleh Dinas tata Ruang dan 
Bangunan (DTRB) setempat.  
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Kebutuhan akan fasilitas sosial dan fasilitas umum ini satu 
dengan lainnya akan berbeda dan sangat tergantung pada minimal 
jumlah penduduk pendukung yang dibutuhkan untuk 
pengadaannya. Berdasarkan ketentuan Kepmen PU No. 
378/KPTS/1987, maka pedoman penyediaan fasilitas sosial adalah 
seperti tabel di bawah ini: 
Table 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tabel di atas merupakan pedoman penyediaan fasilitas 
sosial pada suatu kawasan permukiman berdasarkan jumlah 
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penduduk pada suatu kawasan permukiman, namun kenyataan 
yang terjadi penyediaan  fasos dan fasum pada suatu kawasan 
permukiman berdasarkan luas lahan pada kawasan tersebut 
dengan perbandingan tertentu yang telah diatur oleh Pemerintah. 
Menurut Bapak Akbar22, pengadaan fasos dan fasum pada 
kawasan perumahan merupakan syarat yang wajib bagi 
pengembang atau developer untuk dikeluarkannya IMB. Hal 
tersebut dapat dilihat dengan disahkannya site plan pokok/induk 
yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada DTRB yang 
kemudian disahkan sehingga IMB atas perumahan tersebut dapat 
keluar, yang dalam site plan tersebut jelas bagian yang 
diperuntukan untuk lahan fasos dan fasum.  
Adapun aturan-aturan hukum yang menjadi dasar 
pengadaan fasos dan fasum pada kawasan perumahan antara lain, 
SNI-03-6981-2004, Peraturan Menteri PU Nomor: 05/PRT/M/2008 
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 
Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman di Daerah, 
Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 tahun 2004 tentang Tata 
bangunan. Aturan-aturan di atas membuktikan bahwa pengadaan 
                                                             
22 Akbar, wawancara  Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) kota Makassar tanggal 
12 Juni 2012 
65 
 
 
fasos dan fasum merupakan hal yang wajib ada pada setiap 
kawasan perumahan.  
Berdasarkan hasil penelitian dan survey lapangan pada 
lokasi perumahan yaitu, Perumnas Antang, Bukit Baruga dan 
Matura TH, pada Perumnas Antang dan Bukit Baruga, pengadaan 
fasos dan fasum telah dipenuhi oleh pihak pengembang. Sulitnya 
mendapatkan izin penelitian pada perumahan kecil di Kota 
Makassar sehingga dengan sangat terpaksa maka Perumahan 
Matura TH yang merupakan perumahan kecil namun masih dalam 
proses pengerjaan yang menjadi lokasi penelitian untuk perumahan 
kecil. Pada perumahan Matura TH hanya menyediakan fasum saja 
dan masih dalam proses pengerjaan. Dari ketiga lokasi penelitian 
tersebut yang menjadi masalah kemudian adalah mengenai hal 
pengelolaannya. Perbedaan antara Perumnas Antang (developer 
Pemerintah) dengan Perumahan Bukit Baruga serta Matura TH 
(developer Swasta) adalah di mana Perumnas menyerahkan 
seluruh fasos dan fasumnya, baik itu yang telah dibangun maupun 
lahan matang kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola, 
sedangkan developer dari perumahan Bukti Baruga dan Matura TH 
sama sekali tidak melakukan penyerahan dengan beberapa alasan 
yang telah dijelaskan di atas.  
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Pengelolaan terhadap fasos dan fasum pada kawasan 
perumahan mengalami hambatan yang sangat mendasar. 
Hambatan tersebut menurut Pemerintah Daerah Kota Makassar 
adalah belum atau bahkan tidak diserahkannya fasilitas-fasilitas 
tersebut oleh developer kepada pihak Pemerintah, sehingga 
Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan. Berdasarkan data 
yang diterima dari Pemerintah Kota Makassar pada Bagian 
Perlengkapan Sekretariat Kota Makassar, hanya 8 developer di 
kota Makassar yang telah menyerahkan fasos dan fasum-nya 
kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar. Kedelapan developer 
tersebut adalah PT. TIMURAMA, Perum Perumnas, PT. TELKOM 
SIPORENNU, PT. MURTIGRAHA PERKASA DINAMIKA, PT. 
ASINDO INDAH GRIYATAMA, PT. PRIMA KARYA MANUNGGAL, 
PT. TRIKA PUTRI PRATAMA, PT. DAYA PRIMA NUSA WISESA. 
Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak developer yang 
belum menyerahkan fasos dan fasum kepada Pemerintah Kota 
Makassar.  
Salah satu hak yang dimiliki oleh pembeli/user perumahan 
yaitu, dapat melakukan pengaduan/complain terhadap pengelolaan 
fasos dan fasum pada kawasan perumahan dan permukiman 
apabila terdapat hal-hal yang membuat  pembeli/use merasa 
dirugikan. Berikut pendapat responden mengenai pengelolaan 
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fasos dan fasum pada perumahan besar dan pada perumahan 
kecil: 
Tabel 3 
Pendapat responden mengenai pengelolaan fasos dan 
fasum pada perumahan besar. 
Kategori Jawaban Jumlah Persenatase (%) 
Puas 47 49,5% 
Tidak puas 48 50,5% 
Jumlah  95 100 
Sumber : data primer 
Tabel 4 
Pendapat responden mengenai pengelolaan fasos dan fasum pada 
perumahan kecil 
Kategori Jawaban Jumlah Persenatase (%) 
Puas 5 100% 
Tidak puas 0 0% 
Jumlah  5 100 
 Sumber: data primer 
Berdasarkan table 3 di atas menunjukkan bahwa 47 (49,5%) 
responden menyatakan puas dengan pengelolaan fasos dan 
fasumnya dan 48 (50,5%) responden  menyatakan tidak puas 
dengan pengelolaan fasos dan fasum. Sedangkan pada tabel 4 di 
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atas menunjukkan bahwa 5 (100%) responden menyatakan puas 
dengan pengelolaan fasos dan fasumnya. 
Mengenai tidak diserahkannya fasos dan fasum tersebut 
pihak developer perumahan Bukit Baruga memandang bahwa 
Pemerintah Daerah tidak maksimal dalam melakukan pengelolaan 
sehingga developer berinisiatif untuk bertanggung jawab terhadap 
pengelolaannya. Hal tersebut dapat dilihat dan dibandingkan 
dengan kawasan perumahan pada Perumnas Antang, yang mana 
lahan fasos dan fasum telah diserahkan namun pengelolaan oleh 
pihak Pemerintah yang sangat kurang atau belum maksimal, 
sehingga konsumen/user lah yang mengalami kerugian. 
Untuk memberikan kepuasan dan perlindungan terhadap 
hak-hak konsumen mengenai penyediaan dan pengelolaan fasos 
dan fasum maka sebagian besar developer mungkin tidak 
melakukan penyerahan fasos dan fasumnya kepada Pemerintah 
karena pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
terhadap fasos dan fasum yang telah diserahkan belum maksimal. 
Namun alasan tersebut pula dimanfaatkan oleh developer-
developer “nakal” untuk meraup keuntungan yang lebih. Menurut 
penulis, tidak adanya perjanjian atau aturan hukum mengenai batas 
waktu pembangunan fasos dan fasum, yang ada hanya aturan 
hukum mengenai waktu penyerahannya saja. Hal tersebut 
menjadikan “celah” atau kesempatan yang sangat besar untuk 
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melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah 
perubahan peruntukan fasos dan fasum tersebut, yang mana lahan 
tersebut diperuntukan untuk fasos dan fasum tetapi oleh pihak 
developer malah mengubahnya menjadi satuan rumah.  
Pemerintah dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak karena 
pihak Pemerintah dapat bertindak terhadap pelanggaran tersebut 
apabila pembangunan fasos dan fasum tersebut telah selesai dan 
telah diserahkan. 
Menurut Abdul Mauluddin23, masalah fasos dan fasum di 
Kota Makassar terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas 
mengenai developer yang tidak melakukan penyerahan fasos dan 
fasum kepada Pemerintah kota Makassar. Apabila diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar, developer tidak 
menyerahkannya dengan alas hak berupa sertifikat, yang ada 
hanyalah berita acara penyerahannya, sehingga dapat terjadi 
masalah saat akan dilakukan pendaftaran fasos dan fasum tersebut 
ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).  
 
C. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Developer  
1. Tahap Pra Transaksi 
Tahap pra transaksi yang meliputi kegiatan perizinan dan 
produksi, kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan (brosur, 
                                                             
23 Abdul Mauluddin, wawancara pribadi. Ka. Sub bagian umum dan inventarisasi asset, 
bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Makassar tanggal 19 Juni 2012 
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iklan, pamrena) merupakan tahapan awal kegiatan developer untuk 
memulai rencana pengembangan wilayah perumahan.  
Pada tahap pra transaksi, konsumen masih dalam proses 
mencari informasi atau keterangan, berapa harga dan syarat-syarat 
apa yang harus ia penuhi, serta mempertimbangkan berbagai 
fasilitas atau kondisi dari transaksi yang diinginkan. Pada tahap ini 
developer sudah harus memiliki segala macam bentuk perizinan, 
seperti izin prinsip, izin lokasi, sertifikat bukti pemelikan hak(hak 
guna bangunan), surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT PBB) 
dan izin mendirikan bangunan (IMB). Selain pemilikan izin-izin 
tersebut, pada tahap ini developer telah mempersiapkan rencana 
kegiatan produksi berupa master plan atau site plan peruntukan 
tanah lokasi perumahan dan tentunya segala fasilitas-fasilitas 
pendukungnya, yang dalam hal ini adalah fasilitas sosial dan 
fasilitas umum. 
Brosur perumahan merupakan media informasi utama bagi 
developer dalam memperkenalkan/memamerkan produknya, 
karena dalam brosur tersebut biasanya memuat informasi yang 
dibutuhkan oleh calon user seperti harga, bentuk, dan tipe rumah, 
master plan dan tentunya penjelasan singkat mengenai fasilitas-
fasilitas yang akan dibangun di lokasi perumahan tersebut.  
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Brosur tersebut merupakan representasi yang benar 
terhadap produk yaang diperkenalkan dan ditawarkan oleh 
developer agar tidak merugikan konsumen. Perlunya representasi 
produk yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu 
penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah 
terjadinya misrespresentasi terhadap produk tertentu. 24 Berikut 
adalah contoh brosur dari lokasi dilakukannya penelitian: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Contoh brosur Perumnas Antang 
 
                                                             
24  Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada). 2010. Hal. 55 
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Keterangan: Contoh Brosur Perumahan Bukit Baruga 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Contoh Brosur Perumahan Matura 
Kerugian yang dialami oleh konsumen perumahan di 
Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi disebabkan 
karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu 
sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat 
informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan 
kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk 
tersebut ditutup-tutupi. Berikut adalah pendapat responden 
mengenai informasi fasos dan fasum pada brosur: 
Tabel 4 
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Pendapat responden mengenai infomasi fasos dan fasum pada 
brosur 
Kategori jawaban Jumlah Persentase (%) 
Lengkap dan jelas 48 48 
Tidak lengkap 52 52 
Jumlah 100 100 
Sumber : data primer 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 48 (48%) responden yang 
mengatakan bahwa informasi mengenai fasos dan fasum dalam 
brosur lengkap dan jelas dan 52 (52%) responden mengatakan 
informasi fasos dan fasum dalam brosur tidak lengkap dan tidak 
jelas. Ini menunjukkan kurang representatifnya informasi menganai 
fasos dan fasum dalam brosur menyebabkan seringkali 
pembeli/user merasa mengalami kerugian.  
Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur tersebut 
dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam 
gugatan konsumen terhadap produsen. Bahkan tindakan produsen 
yang berupa penyampaian informasi melalui brosur-brosur secara 
tidak benar yang merugikan konsumen, dapat dikategorikan 
sebagai wanprestasi. Karena brosur-brosur dianggap sebagai 
penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi 
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brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli 
meskipun tidak dinyatakan dengan tegas. 25 
2. Tahap Transaksi 
Pada tahap transaksi ini, antara konsumen dan developer 
telah terjadi kesepakatan. Kesepakatan ini ditandai dengan 
penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) 
perumahan. Dengan penandatanganan PPJB ini, maka telah  
terjadi suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak  yang 
menimbulkan akibat hukum pula yaitu, adanya hak dan kewajiban 
pada masing-masing pihak.  
Pada tahap transaksi ini, konsumen akan membayar harga 
sesuai yang disepakati dalam PPJB, sedangkan developer akan 
membangun rumah sesuai spesifikasi teknis dalam brosur serta 
menyelesaikan rumah sesuai waktu yang ditentukan dalam PPJB. 
Setelah rumah selesai dan harga rumah telah dilunasi konsumen, 
developer harus menyerahkan bangunan serta segala fasilitasnya 
kepada konsumen. Konsumen berhak untuk memanfaatkan 
bangunan rumah dan segala fasilitasnya sesuai fungsinya. 
Developer harus memberikan masa pemeliharaan dan jaminan 
penyelesaian complain (pengaduan) atas perbaikan yang diajukan 
konsumen. 
                                                             
25 Ibid, hal. 55 
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PPJB yang diajukan kepada calon pembeli seharusnya 
mengatur secara jelas segala hal mengenai perumahan yang 
dimaksud, termasuk mengenai pengadaan fasos dan fasumnya. 
Berikut adalah pendapat responden mengenai pengadaan fasos 
dan fasum pada PPJB: 
Tabel 5 
Pendapat responden mengenai pengadaan fasos dan fasum pada 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
Kategori jawaban Jumlah Persentase (%) 
Ada 20 20 
Tidak ada 75 75 
 Ragu-ragu 5 5 
Jumlah 100 100 
Sumber : data primer 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 75 
(75%) responden mengatakan bahwa tidak diaturnya pengadaan 
fasos dan fasum dalam PPJB. Berdasarkan hasil wawancara 
mengenai pengadaan fasos dan fasum dalam PPJB kepada ketiga 
developer perumahan lokasi penelitian, diketahui bahwa dalam 
PPJB yang disodorkan kepada calon pembeli memang tidak diatur 
mengenai pemenuhan/pengadaan fasos dan fasum. Hal tersebut 
membuat posisi konsumen/user pada keadaan yang lemah karena 
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tidak memiliki pegangan atau alat untuk menuntut pihak developer 
apabila pengadaan fasos dan fasum tidak dipenuhi. 
  
3. Tahap Purna/Pasca Transaksi 
Pada tahap purna/pasca  transaksi ini, pelaksanaan PPJB 
telah terjadi. Konsumen telah melunasi semua harga yang 
disepakati dalam PPJB, dan developer telah menyerahkan rumah 
beserta segala fasilitas pendukunganya, serta sertifikat bukti hak 
atas nama konsumen. 
Pada tahap ini, developer wajib menyediakan fasilitas sosial 
dan fasilitas umum seperti yang telah dijanjikan pada saat 
penawaran pertama (tahap pra transaksi). Adapun yang dimaksud 
dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, 
peribadatan, Pemerintahan dan pelayanan umum. Sedangkan yang 
dimaksud dengan fasilitas umum adalah fasilitas yang memberikan 
kepada masyarakat ruang terbuka atau open space.  
Developer wajib memberikan layanan purna jual serta 
pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan perumahan, seperti: 
pengelolaan sarana air bersih, pemeliharaan sarana akses jalan, 
selokan dan drainase, lampu penerangan jalan, taman dan ruang 
terbuka hijau, sarana ibadah dan pendidikan, pengendalian 
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sampah, pengadaan fasilitas perdagangan (toko/ruko) dan 
pengadaan sarana pengamanan lingkungan perumahan (satpam). 
Dalam Pasal 26 ayat (2) Perda Kota Makassar No. 9 tahun 
2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan 
Permukiman diatur bahwa: 
”prasarana, sarana, utilitas yang telah diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah, wajib dipelihara oleh pengembang selama 
1 (satu) tahun sejak diserahkan” 
 
Dan dalam Pasal 11 ayat (1) Permendagri No. 9 tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Perumahan dan Permukiman di Daerah diatur bahwa penyerahan 
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman paling 
lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan. Berdasarkan 
aturan-aturan tersebut developer harus melakukan pengelolaan 
terhadap fasilitas-fasilitas tersebut paling lama 1 (satu) tahun 
sebelum atau sesudah diserahkan. Meskipun penyediaan fasos 
dan fasum, layanan purna jual dan pengelolaan lingkungan ini tidak 
diatur secara tegas dalam PPJB, namun tidak berarti konsumen 
tidak mempunyai hak untuk  menikmati dan memanfaatkan fasilitas-
fasilitas yang dijanjikan dalam brosur. Tidak adanya pengaturan 
mengenai hal ini dalam PPJB merupakan kelemahan dari PPJB, 
sehingga bagi konsumen tidak dapat mengajukan tuntutan 
berdasarkan PPJB. 
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Tidak diaturnya tentang pengadaan fasos dan fasum dalam 
PPJB sehingga konsumen apabila mengalami kerugian tidak dapat 
mengajukan tuntutan, namun tidak berarti konsumen tidak dapat 
mengajukan complain kepada pihak pengembang. Berikut adalah 
pendapat responden mengenai pengaduan/complain: 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6 
Pendapat responden mengenai pengaduan/complain 
Kategori jawaban Jumlah Persentase (%) 
Pernah 58 58 
Tidak pernah 40 40 
 Tidak Menjawab 2 2 
Jumlah 100 100 
Sumber : data primer 
Berdasarkan table di atas 58 (58%) responden 
menyatakan pernah melakukan pengaduan atau complain dan 
40 (40%) responden tidak pernah melakukan pengaduan atau 
complain. Sebanyak 2 (2%) responden tidak menjawab.  
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Pihak konsumen/user dapat melakukan pengaduan 
kepada pengembang langsung apabila pengelolaan fasos dan 
fasumnya dikelola oleh developer dan apabila developernya 
belum “kabur”. Apabila fasos dan fasumnya telah diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar melalui SKPD, 
konsumen/user dapat melakukan pengaduan kepada Lurah, 
Camat atau langsung pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
Kota Makassar. 
 
D. Tanggung jawab Pemerintah Terhadap Pengadaan dan 
pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum oleh 
Developer  di Kota makassar 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan kegiatan 
pada tahap purna/pasca transaksi yang meliputi layanan purna jual. 
Meskipun kegiatan-kegiatan dalam pasca transaksi tersebut tidak 
diperjanjikan dalam PPJB namun beberapa ketentuan hukum yang 
tersebar di luar KUHPdt seperti, Pasal 7 Undang-undang 
Perumahan dan kawasan Permukiman serta Permendagri No. 1 
tahun 1987 yang digantikan dengan Permendagri No. 9 Tahun 
2009 yang mewajibkan kepada developer untuk menyediakan atau 
mengadakan kegiatan pasca transaksi. Hal ini dimaksudkan 
semata-mata untuk kepentingan dan memberikan perlindungan 
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kepada konsumen, di mana kegiatan-kegiatan dalam pasca 
transaksi ini merupakan rangkaian dari perlindungan hukum bagi 
konsumen.  
Sebelum disahkannya Perda Kota Makassar No.9 tahun 
2011, tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar untuk melindungi 
hak-hak konsumen perumahan, dalam hal ini adalah mengenai 
pengadaan dan pengelolaan fasos dan fasum hanya terdapat pada 
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman dan Permendagri No.9 tahun 2009, namun aturan-
aturan hukum tersebut tidak cukup kuat untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut dikarenakan dalam 
UU perumahan dan kawasan permukiman hanya mengatur 
mengenai teknis pengadaan fasos dan fasum-nya saja, sedangkan 
Permendagri No. 9 tahun 2009 diatur mengenai teknis 
penyerahannya namun tetap tidak cukup kuat memberi wewenang 
bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kota Makassar untuk 
menuntut penyerahan fasos dan fasum dari developer. .  
Setelah disahkannya Perda Kota Makassar No. 9 Tahun 
2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan 
Permukiman, Perda tersebut dapat menjadi pegangan bagi 
Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk melakukan perlindungan 
terhadap hak-hak konsumen perumahan, yang dalam hal ini adalah 
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fasos dan fasum. Pada pasal 11 ayat (2) dan (3) Perda No. 9 
Tahun 2011 ditegaskan bahwa prasarana, sarana dan utilitas wajib 
diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota 
Makassar.  
Proses penyerahan fasos dan fasum diawali dengan 
dibentuknya tim verifikasi yang bertugas untuk memproses 
penyerahannya tersebut. Adapun tim verifikasi terdiri dari unsur 
Sekretariat Daerah sebagai ketua, Badan Perencanaan dan 
Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Badan Pertanahan Nasional 
(BPN), Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait, 
Camat, Lurah atau Kepala desa. 
Setelah dilakukan proses penyerahan, fasos dan fasum 
tersebut langsung diserahkan kepada SKPD teknis terkait sehingga 
SKPD-lah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasos 
dan fasum tersebut. Adapun SKPD teknis terkait yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 7 
No.  Jenis fasilitas yang 
diserahkan 
SKPD yang terkait 
1. Pendidikan Dinas P & K 
2.  Kesehatan Dinas Kesehatan 
3. Perbelanjaan dan Niaga Swasta/ perusahaan daerah 
4. Pemerintahan & Pel. Umum Pemda 
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5. Peribadatan Yayasan/ Pemda 
6. Rekreasi & Kebudayaan P. daerah, swasta, Pemda 
7. Olahraga Pemda 
8. Taman/ R. terbuka hijau Dinas PU, Dinas Pertamanan 
Sumber : Bagian perlengkapan sekretariat Kota Makassar 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, maka 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum  
telah dipenuhi oleh pengembang. Namun tidak semua 
pengembang memenuhi hal tersebut dikarenakan 
pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum memang tidak 
diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), 
Pengadaan tersebut merupakan suatu syarat wajib yang 
yang harus disediakan oleh pihak pengembang/developer 
untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan.  
2. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Makassar 
terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan 
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perumahan dan permukiman adalah dengan melakukan 
pengelolaan yaitu, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas 
tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dengan 
melakukan perawatan agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat 
digunakan secara maksimal oleh warga. Fasilitas sosial dan 
fasilitas umum yang telah diserahkan oleh developer kepada 
Pemerintah Kota Makassar, maka pengelolaan fasilitas-
fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah 
Kota Makassar melalui SKPD terkait, yang mana biaya 
pengelolaan sepenuhnya berasal dari APBD Kota Makassar. 
Namun tidak semua developer melakukan penyerahan 
kepada Pemda, melainkan melakukan pengelolaan sendiri 
dan menjadi tanggung jawab dari pihak developer dan biaya 
pengelolaannya berasal dari iuran warga perumahan.  
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan, maka dapat disarankan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Pengadaan dan pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas 
umum sebaiknya diatur dalam perjanjian perikatan jual beli 
(PPJB) apabila terjadi wanprestasi oleh developer, pihak 
pembeli/user dapat menuntut pihak developer dengan 
menggunakan PPJB tersebut. 
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2. Fasilitas sosial dan fasilitas umum pada kawasan 
perumahan dan permukiman yang telah selesai 
pembangunannya sebaiknya diserahkan oleh developer 
kepada Pemerintah sehingga pengelolaan atas fasilitas-
fasilitas tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah 
sepenuhnya. Apabila telah diserahkan kepada Pemerintah 
melalui SKPD terkait harus melakukan pengelolaan secara 
baik  
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